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A. Pendahuluan

Keberadaan Desa secara hukum for-
mal diakui oleh Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasar-
kan ketentuan tersebut Desa memiliki
hak asal usul dan hak tradisiona dalam
mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat dan berperan me-
wujudkan cita-cita kemerdekaan berda-
sarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Pera-
turan Pemerintah Tentang Desa Nomor
43 Tahun 2014, merupakan masa tran-
sisi dan memberikan dasar menuju deve-
lopment community yakni bahwa desa
tidak lagi merupakan level administra-
s, tidak lagi menjadi bawahan daerah
tetapi menjadi independen community
sehingga setiap warga desa dan masyara-
kat pada dasarnya berhak berbicara atas
kepentingan sendiri. dan sebagaimana
Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang
Nomor 17 Tentang petunjuk pelaksana
an pengelolaan Dana Desa, Desa diberi
arahan serta petunjuk dalam pengimple-
mentasian Dana Desa tersebut yang telah
berlaku sgjak 1 April 2016.

Selanjutnya disebut Desa adalah ke-
satuan masyarakat hukum yang memi-
liki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan rumah
tangga pemerintahannya sendiri, kepen-
tingan masyarakat setempat berdasar-
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kan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan atau hak tradisiona yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pemahaman Desa diatas menempatkan
Desa sebagal suatu organisasi pemerin-
tahan yang secara politis memiliki ke-
wenangan tertentu untuk mengurus dan
mengatur warga atau komunitasnya.

Pemberian Alokas Dana Desa
(ADD) yang merupakan wujud dari pe-
menuhan hak Desa untuk menyelengga-
rakan Otonomi Desa agar tumbuh dan
berkembang mengikuti pertumbuhan
Desa itu sendiri berdasarkan keanekara-
gaman, partsipatif, otonomi asli, demo-
kratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa adalah dana yang ber-
sumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntuhkan bagi
Desa yang ditransfer melalui  Anggran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/
Kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan  pemerintahan, dan
pemberdayaan masyarakat. (Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1
Tentang Desa) Dana Desa dikelola se-
cara tertib, taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan dan bertanggung ja
wab dengan memperhatikan rasa keadil-
an dan kepatuhan serta mengutamakan
kepentingan masyarakat.
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Dengan adanya Dana Desa tersebut,
maka pemerintah Desa dituntut untuk
mengelola dana desa dengan efektif dan
akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah
sgjauh mana target ( kuantitas, kualitas
dan waktu ) yang telah dicapai oleh pe-
merintah Desa dalam mengimplementa
sikan dana desa. Sedangkan Akuntabel
yang dimaksud adalah tingkat transpa-
ransi dari keberhasilan atau kegagalan
yang telah di capai oleh pemerintah desa
dalam mengimplementasikan dana desa.

Penelitian ini penting dilakukan un-
tuk memberikan gambaran sgjauh mana
pelaksanaan pemanfaatan dana desa da-
lam rangka pembangunan baik berupa
pembangunan fisik dalam hal ini sarana
dan prasarana serta pemberdayaan ma-
syarakat di desa khususnya di Desa Awi-
lega Kecamatan Koroncong Kabupaten
Pandeglang.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian kualita
tif yaitu suatu penelitian yang menggu-
nakan data-data berupa kalimat-kalimat
tulisaltertulis, lisan, sikap/perilaku, serta
fenomena dan peristiwa yang ada dila-
pangan, suatu bentuk ilmu pengetahuan
baru yang bisa menjelaskan secara rinci
serta mendalam mengenal obyek peneli-
tian untuk mendapatkan sebuah metode
untuk menyelesaikan masalah dalam pe-
nelitian ini.

Pengumpulan data primer dilaku-
akan dengan wawancara dan prosedur
pengambilan informan awal dilakukan
secara purposive, sedangkan informan
selanjutnya dengan teknik snowball,
yaitu mengambil satu orang untuk di-

wawancarai selanjutnya bergulir kepada
informan lain secara berantai hingga di-
peroleh sgjumlah informan yang diperlu-
kan.

Metode kualitatif yang digunakan
lebih menekankan pada penjelasan seca
rarinci dan mendalam mengenai imple-
mentasi pengelolaan Dana Desa dalam
pembangunan Pemerintahan Desa Awi-
lega. Analisis dilakukan secara deskrip-
tif, yaitu metode yang dilakukan dengan
cara mengumpulkan, mempersiapkan,
dan menganalisis data sehingga menda-
patkan gambaran yang jelas mengenai
masalah yang diteliti. Berdasarkan pen-
dekatan ini peneliti akan mengumpul-
kan, mempersiapkan, serta menganalisis
data sehingga mendapatkan gambaran
yang jelas mengenal implementasi pe-
ngelolaan Dana Desadalam prmbangun-
an Pemerintahan DesaAwilega

C. Implementasi dan Kebijakan Pub-

lik

Implementasi adalah penerapan atau
perencanaan. Istilah ini memang sering
digunakan dalam kehidupan sehari-hari,
biasanya mengacu pada pel aksanaan su-
atu hal yang direncanakan. “Implemen-
tas adalah sebuah muara dimana terja
dinya aksi, tindakan, maupun aktivitas
yang dilakukan secara sistematis dan ter-
ikat oleh mekanisme” (Usman,2002:70).

Karena itu implementasi bukan ha
nya aktivitas belaka nhamun sebuah ke-
giatan yang sudah direncanakan serta
dilaksanakan dengan baik guna mencari
tujuan dari kegiatan tersebut. “Imple-
mentasi adalah sebuah proses yang di-
lakukan untuk menjalankan kebijakan
menjadi sebuah kebijakan yang nyata,
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dalam bentuk administratif. Kebijakan
itu dikembangkan dengan tujuan me-
nyempurnakan sebuah program” (Harso-
no, 2002).

Kebijakan adalah rangkaian konsep
dan asas yang menjadi pedoman dan
dasar rencana dalam pelaksanaan suatu
pekerjaan, kepemimpinan, dan cara ber-
tindak. Istilah ini dapat diterapkan pada
pemerintahan, organisasi dan kelompok
sektor swasta, serta individu. Kebijakan
berbeda dengan peraturan dan hukum.
Sementara Berdasarkan berbagai defini-
s para ahli kebijakan publik, kebijakan
publik adalah kebijakan-kebijakan yang
dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat
kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan
tertentu di masyarakat di mana dalam pe-
nyusunannya melalui berbagai tahapan.

Secara terminology pengertian kebi-
jakan publik (public policy) itu ternya-
ta banyak sekali, tergantung dari sudut
mana kita mengartikannya.. “Easton
memberikan definisi kebijakan publik
sebagai the authoritative allocation of
values for the whole society atau sebagai
pengalokasian nilai-nilai secara paksa
kepada seluruh anggota masyarakat. Las-
well dan Kaplan juga mengartikan “kebi-
jakan publik sebagal a projected program
of goal, value, and practice atau sesuatu
program pencapaian tujuan, nilai-nilai
dalam praktek-praktek yang terarah.
Pressman dan Widavsky sebagaimana
dikutip Budi Winarno (2002), mendefini-
sikan kebijakan publik sebagai hipotesis
yang mengandung kondisi-kondisi awal
dan akibat-akibat yang biasa diramalkan.
Kebijakan publik itu harus dibedakan
dengan bentuk-bentuk kebijakan yang
lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini
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dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-fak-
tor bukan pemerintah.Robert Eyestone
sebagaimana dikutip. “kebijakan publik
sebagai hubungan antara unit pemerin-
tah dengan lingkungannya” (Leo Agus-
tino, 2008). Banyak pihak beranggapan
bahwa definisi tersebut masih terlalu
luas untuk dipahami, karena apa yang
dimaksud dengan kebijakan publik dapat
mencakup banyak hal. Menurut Nugro-
ho, ada dua karakteristik dari kebijakan
publik, yaitu:

1. kebijakan publik merupakan sesuatu
yang mudah untuk dipahami, karena
maknanya adalah hal-hal yang diker-
jakan untuk mencapai tujuan nasio-
nal;

2. kebijakan publik merupakan sesuatu
yang mudah diukur, karena ukuran-
nya jelas yakni sgjauh mana kemaju-
an pencapaian cita-cita sudah ditem-
puh.

Kebijakan publik ialah sgjumlah ak-
tivitas pemerintah untuk memecahkan
masalah di masyarakat, baik secara lang-
sung maupun melalui berbagai lembaga
yang mempengaruhi kehidupan masya-
rakat (Woll, 2003). Kebijakan untuk me-
lakukan sesuatu biasanya tertuang dalam
ketentuan-ketentuan atau peraturan per-
undang-undangan yang dibuat pemerin-
tah sehingga memiliki sifat yang mengi-
kat dan memaksa.

D. Dana Desa Dalam Pembangunan
Di Desa Awilega K ecamatan Koro-
ncong Kabupaten Pandeglang
Daam pelaksanaan kegiatan-kegi-

atan pembangunan dapat dilihat dengan

sgjauh mana kegiatan-kegiatan yang di-

laksanakan sesuai dengan rencana yang
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telah disepakati dalam musrenbang dan
realisas atau hasil-hasil dari pemba
ngunan tersebut baik pembangunan fi-
sik dalam hal ini sarana dan prasarana
serta pemberdayaan masyarakat. “Im-
plementas adalah sebuah proses yang
dilakukan untuk menjalankan kebijakan
menjadi sebuah kebijakan yang nyata,
dalam bentuk administratif. Kebijakan
itu dikembangkan dengan tujuan me-
nyempurnakan sebuah program” (Harso-
no, 2002). “Implementasi adalah sebuah
muara dimana terjadinya aksi, tindakan,
maupun aktivitas yang dilakukan secara
sistematis dan terikat oleh mekanisme”
(Usman, 2002).

Dalam penelitian ini peniliti berfo-
kus kepada hasil-hasil atau output dari
implementas dana desa ini, mengingat
besarnya jumlah dana yang diberikan
oleh pemerintah pusat kepada pemerin-
tah desa dalam rangka terwujudnya pem-
bangunan di desa. Pemerintah Desa di-
beri peluang besar untuk menggunakan
dan mengelolah dana desa sesuai dengan
skala prioritas yang ada di Desa dan se-
sual dengan kebutuhan masyarakat.

Berikut penuturan Bapak Samsudin
selaku Kepala Desa Awilega mengenal
dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

“Dana Desa ini sangat dirasakan

langsung manfaatnya oleh masya

rakat. Dengan adanya dana desa
ini, kami di Desa Awilega telah
mel aksanakan program-program
pembangunan yang merupakan ke-
butuhan-kebutuhan pokok bagi
masyarakat. Sejauh ini kami dari
pemerintah Desa Awilega telah me-
renopas MCK, melakukan pemba
ngunan pos kamling, penerangan

jaan umum, membangun tembok

penahan tanah (TPT), pengadaan sa

rana air bersih.” (Wawancara pada

tanggal 20 Maret 2019)

Kemudian Bapak Suryanata sela
ku KAUR Perencanaan Desa Awilega
mengenai manfaat yang dihasilkan oleh
Dana Desagjuga mengatakan bahwa :

“Kami selaku pihak pemerintah Desa

Awilega sangat terbantu dengan ada-

nya dana desa ini, yang telah meme-

berikan sumbangsi yang sangat be-
sar bagi pembangunan sarana dana
prasarana yang ada di Desa. Untuk
tahun 2018 kami telah melaksana
kan pembangunan-pembangunan se-
perti apa yang telah disebutkan oleh
bapak kepala Desa.” ( Wawancara

padatanggal 20 Maret 2019)

Salah satu kepala dusun 2 di Desa
Awilega Bapak Suherman menuturkan
mengenai dampak atau manfaat Dana
Desa, bahwa

“Dengan adanya dana desa ini, kami

selaku masyarakat sangat bahagia,

karena program-program pemba
ngunan yang kami usulkan dapat
teredlisas dengan balk. Sejauh ini
program pembangunan yang telah
teredlisas di dusun 2 yaitu, pem-
bangunan pembok penahan tanah

(TPT), pembangunan sarana air

bersih (SAB), dan penerangan jalan

umum, melakukan rehabilitass MCK
dan membangun beberapa pos kam-

ling” (Wawancara pada tanggal 25

Maret 2019).

Dari beberapa pernyataan diatas da-
pat dismpulkan bahwa pemerintah di
Desa Awilega telah mengimplementa
sikan dan mengelola Dana Desa untuk
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pelaksanaan pembangunan baik pemba
ngunan infrastuktur maupun rehabilitasi
atau perbaikan sarana dan prasana yang
ada didesa dalam rangka meningkatkan

kesgjahteraan masyarakat. Berikut daf-
tar realisasl pembangunan Desa ( sarana
dan prasarana).

Tabel D.1 Daftar Kegiatan Pembangunan Desa Awilega Tahun 2018

No | Program Kegiatan | Lokasi Volume | Anggaran | Sumber Dana
Sumber Dana DesaAwilega |[6unit |96.989.600 | DD
2 | PosKamling DesaAwilega |4 unit |29,860,000 |DD
3 | Rehab MCK RTO004/RW002 | 1 unit | 70,093,600 |DD
4 |TPT DesaAwilega |3unit |41,365,400 |DD
5 | Penerangan jalan DesaAwilega |6unit |16,275,000 |DD
Sumber : Diolah Dari Data Sekunder, TA 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bah-
wa dari 5 (lima) kegiatan pembangunan
fislk dalam hal ini pembangunan sarana
dan prasarana yang terbagi atas beberapa
dusun di Desa Awilega yang sumber da-
nanya berasal dari dana desa. Kemudian
perlu diketahui adalah tingkat kemanfa-
atan terhadap masyarakat desa sebagai
pengguna output dari pelaksanaan pem-
bangunan.

1. Pembangunan Tembok Penahan Ta-
nah (TPT)

TPT atau tembok penahan tanah
adalah bangunan yang berguna untuk
memperbesar tingkat kestabilan tanah.
Berfungsi melindungi kondisi tanah di-
depannya dan mencegah bahaya longsor.
Berikut kutipan hasil wawancara dengan
Bapak Sutrisno selaku sekertaris Desa
Awilega tentang kegiatan pembangunan
TPT

“Kegiatan pembangunan yang tere-

alisas di Desa Awilega salah satu-

nya adalah pembangunan TPT, yang
sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan terealisasinya pembangunan
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Tembok Penahan Tanah ini mem-
berikan manfaat yang sangat besar
bagi masyarakat Desa Awilega yai-
tu memperkokoh tanah yang rawan
longsor mempermudah masyarakat
dalam hal melakukan aktivitas se-
hari-hari. Selain itu”. ( Wawancara
padatanggal 13 Maret 2019)

Pernyataan sekertaris Desa Awilega
diatas diperkuat dengan pernyataan Ba-
pak Suherman selaku kepala Dusun 2
Desa Awilega yang menuturkan menge-
nai manfaat yang dihasilkan dari pemba-
ngunan TPT, bahwa:

“Pembangunan TPT ini sangat besar
manfaatnya bagi masyarakat yang
ada di Desa Awilega pada umum-
nya dan masyarakat di Kp.Sangku
RT.04/02 pada khusunya. Sebelum
adanya pembangunan TPT, masya
rakat merasa tidak nyaman karena
tanah yang labil dan rawan longsor.
Tetapi setelah dilakukan pemba
ngunan TPT ini, masyarakat dengan
mudah mengakses jalan yang su-
dah ditahan oleh tembok penahan. (
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Wawancara pada tanggal 13 Maret
2019)

Dari beberapa pernyataan diatas da-
pat dismpulkan bahwa pembangunan
TPT ini sangat bermanfaat bagi masya-
rakat, dengan terealisasinya pembangun-
an TPT ini masyarakat dengan mudah
mengakses jalan, baik menuju pemukim-
an warga, dan menuju kebun.  Seperti
yang disampikan oleh salah satu war-
ga Kampung Sangku Ibu JN mengenai
manfaat di bangunnya TPT ini menutur-
kan bahwa:

“Kami masyarakat sangat terbantu
dengan pembangunan Tembok Pe-
nahan anah (TPT) ini. Sebelum di-
lakukan pembangunan TPT ini kami
masyarakat cukup rawan mengak-
ses jalan tersebut dikarenakan jalan
yang licin dan tanah yang mengkha-
watirkan, dan pada saat musim hujan
datang. Tetapi setelah pembangunan
jalan ini sudah dapat dilalui oleh
motor. ( Wawancara pada tanggal 13
Maret 2019)

Selama peneliti melakukan peneliti-
an terkait pemanfaatan danadesadi Desa
Awilega khususnya program pemba
ngunan TPT ini sudah terelaisasi dengan
baik sesuai dengan usulan masyarakat.

2. Rehabilitass MCK

Bangunan MCK yang layak meru-
pakan salah satu faktor pendukung ter-
hadap kenyamanan masyarakat yang
menggunakannya, Dengan gedung yang

peniliti dengan Bapak Suherman terkait

harapan dari Pemerintah Desa setelah ter

realisasi nyarehabilitasi MCK :
“kami pemerintah desa berharap
dengan teredlisasinya rehabilitas
MCK ini bisa mempermudah ma
syarakat sekitar Desa Awilega da
lam hal urusan kebersihan. Dengan
gedung yang layak dan nyaman ma
syarakat tidak lagi merasa ketakutan
dengan gedung atap yang bisa roboh
kapan sgja. Karena sebelum gedung
MCK direhab kondisi yang sangat
riskan dan mengkhawatirkan karena
sudah tidak layak pakai.” ( Wawan-
cara padatanggal 13 Maret 2019)

Salah seorang tokoh perempuan 1bu
IR sekaligus pengguna MCK mengenai
manfaat setelah di bangunnya kembali
MCK ini menuturkan bahwa :

“Salah satu kegiatan pemerintah
desa yang saya ketahui yang meng-
gunakan dana desa adalah rehabilitas
gedung MCK yang ada di Rt.04/02.
Kami sangat terbantu dengan ada-
nya dana desa ini karena sebelum
gedung MCK ini direhab kami dari
masyarakat pengguna MCK ini cu-
kup was-was karena kondisi yang
rusak dan tidak layak pakai. Tetapi,
setelah MCK ini direhab masyarakat
menjadi senang dan nyaman dalam
melakukan aktivitas kebersihan.”(
Wawancara pada tanggal 28 Febru-
ari 2019).

Dari beberapa hasil wawancara di-

layak masyarakat pun bisa dengan mu- atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan
dah menggunakan MCK untuk kebutuh-  rehahilitasi MCK sangat dirasakan man-
an hidup mereka sehari-hari tanpa perlu  faatnya baik bagi masyarakat Desa Awi-
kesulitan lagi dalam hal air bersih dan lega pada umumnya dan juga masyara-
yang lainnya Berikut kutipan wawancara kat Rt 04/02 pada khuhusnya. Dengan
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gedung MCK yang sudah layak diha-
rapkan bisa digunakan sebaik mungkin
dan lebih bermanfaat bagi masyarakat
setempat yaitu umumnya Desa Awilega.
Masyarakat setempat diharapkan untuk
memanfaatkan dan memelihara fasilitas
ini. Sgjauh ini dana desa sangat mem-
bantu Pemerintah Desa dalam pelaksa
naan kegiatan-kegiatan pembangunan
baik pembangunan fisik serta pengadaan
(sarana dan prasarana) serta pemeliha
ran fasilitas umum berupa rehabilitasi.
Mengingat gedung adalah salah satu fak-
tor utama peningkatan kesejahteraan.

3. Pengadaan SaranaAir Bersih

Sarana Air Bersih adalah suatu fasi-
litas yang digunakan untuk mengambil
atau menggunakan air, bagi masyara
kat yang masih kurang atau masih sulit
mendapatkan air bersih untuk kehidupan
sehari-hari. Berikut hasil wawancara pe-
neliti mengenai harapan nyaterkait kegi-
atan pengadaan sarana air bersih (SAB)
dengan Kepala Desa Awilega Bapak
Samsudin berikut:

“Salah satu kegiatan pembangunan
yang terealisas untuk tahun ang-
garan 2018 adalah pengadaan sara
na air bersh yang bertujuan untuk
membantu masyarakat mendapatkan
air bersih dengan mudah di jangkau.
Karena ada beberapa kampung di
Desa Awilega ini yang sulit meng-
akses air bersih, sehingga kami dari
pihak pemerintah menerima usulan
masyarakat tersebut karena air ada
lah kebutuhan pokok masyarakat.
Kami berharap dengan adanya sara-
na air bersih ini seluruh masyarakat
dapat mengakses air bersih dengan
mudah.” (Wawancara pada tanggal
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20 Maret 2019)

Salah satu masyarakat 1bu JN menu-
turkan mengenai manfaat di bangunnya
sarana air bersih di Desa Awilega, me-
nyatakan bahwa

“Kami sangat terbantu dengan ada
nya bantuan pengadaan sarana air
bersih ini, sehingga mempermudah
kami melakukan pekerjaan rumah
tangga seperti, memasak, mandi,
mencuci dan lain-lain. Dengan ada
nya sarana air bersih ini kami tidak
perlu lagi menimbaair di sumur atau
berangkat ke sungai untuk mencuci
karena pekerjaan-pekerjaan terse-
but sudah dapat dilakukan dirumah
masing-masing.”( Wawancara pada
tangga 16 Maret 2019).

Dari beberapa pendapat diatas dapat
disimpulkan bahwa kegiatan pengadaan
sarana air bersih ini sangat besar manfa-
atnya bagi kehidupan masyarakat dalam
melaksanakan aktivitas rumah tangga
Selama dalam penelitian, pendliti juga
melihat manfaat yang sangat besar de-
ngan terealisasinya program pengadaan
saran air bersih. Dimana masyarakat de-
ngan mudah menampung dan mendapat-
kan air bersih tanpa harus mencari sum-
ber mata air seperti sumur maupun dari
sungai.

4. Pengadaan penerangan jalan umum

Penerangan jalan merupakah salah
satu sarana penunjang bagi masyarakat
Desa Awilega dalam melakukan aktivi-
tas di malam hari yang dimana sangat
membutuhkan sebuah penerangan dan
agar tidak rawan terjadinya kejahatan
yang tidak di inginkan. Berikut kutipan
wawancarapeniliti dengan Bapak Sutris-
2
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no selaku sekertaris Desa Awilegaterkait

manfaat program yang diusulkan yaitu

pengadaan penerangan jalan umum:
“Pengadaan penerangan jalan adalah
salah satu yang kami usulkan dan
teredliasas dengan baik. Penerang-
an ini sangat membantu masyarakat
kami karena memperlancar pekerja
an dan aktivitas dimalam hari. Se-
lain itu, dengan adanya penerangan
ini bisa mengurangi kerawanan ter-
jadinya sebuah kejahatan yang dila-
kukan oleh sekelompok oknum yang
tidak bertanggung jawab.” (Wawan-
carapadatanggal 13 Maret 2019 )

Dari beberapa kutipan wawancara
diatas dapat disimpulkan bahwa penga-
daan penerangan jalan umum ini sangat
membantu masyarakat Desa Awilega
dalam melaksanakan aktivitasnya dima-
lam hari. Dengan adanya penrangan ini
sangat membantu dalam beraktivitas di
malam hari.

5. Pembangunan pos kamling

Pembangunan pos kamling adalah
bangunan yang berguna untuk mem-
permudah tugas linmas atau aparat. Pos
kamling ini senggjadi buat untuk menja
di markas atau posko penjaga keamana-
an di wilayah Desa Awilega sehingga da-
pat meningkatkan kualitas keamanan di
Desa Awilega. Berikut kutipan hasil wa-
wancara dengan Bapak Sutrisno selaku
sekertaris Desa Awilega tentang manfaat
pembangunan Pos Kamling

“Kegiatan pembangunan pos kam-
ling ini sangat bermanfaat bagi
masyarakat. Dengan terealisasinya
pembangunan pos kamling ini mem-
berikan manfaat yang sangat besar

bagi masyarakat Desa Awilega yaitu
memperkokoh keamanan serta ke-
tertiban dan diharapkan dapat men-
ciptakan kedamaian tersendiri serta
ketenangan karena adanya pos kam-
ling ini, tim keamanan bisa lebih si-
gap dan bersemangat.”(Wawancara
padatanggal 13 Maret 2019).

Berikut pernyataan bapak RM sela
ku petugas linmas Desa Awilega yang
menuturkan mengenai manfaat di ba
ngun nya pos kamling, bahwa

“Pembangunan pos kamling ini sa-
ngat besar manfaatnya bagi masya
rakat yang ada di Desa Awilega

Seba dengan adanya pos kamling ini

petugas linmas bisa sewaktu-waktu

stan by di pos dan diharapkan lebih
sigap dan efektif dalam menjalankan
tugas menjaga keamanan dan keter-
tiban di desa Awilega. (Wawancara

padatanggal 10 Maret 2019).

Dari beberapa pernyataan diatas da-
pat dismpulkan bahwa pembangunan
pos kamling ini sangat bermanfaat bagi
masyarakat, dengan terealisasinya pem-
bangunan pos kamling ini masyarakat
dengan mudah membantu pihak keaman-
an. Seperti yang disampikan oleh salah
satu warga Kampung Sangku Bapak MT
yang menuturkan mengenai manfaat di
bangunya pos kamling, yaitu :

“Kami masyarakat sangat terbantu

dengan pembangunan pos kamling

ini. Sebelum dilakukan pembangun-
an pos kaling ini kami masyarakat

cukup tawan terhadap keamanan di

malam hari terutama karena wak-

tu malam hari cukup rawan terjadi
sebuah tindakan yang meresahkan
warga apabila kurangnya keamanan

28

Implemertasi Pengelolaan Dana Desa Dera Awilega Kecamatan K

g Kabupaten Pandeglas
D‘#N (:*




Jurnal KAPemda — Kgjian Administrasi dan Pemerintahan Dagerah

Volume 15No. 9/September 2019

ISSN : 1979 - 5345

di Desa Awilega ini. (Wawancara
padatanggal 13 Maret 2019 ).
Namun dalam pelaksanaan keselu-
ruhan kegiatan-kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana masyarakat peme-
rintah di Desa Awilega juga menghadapi
beberapa masalah dan kendala, seperti
yang disampaikan oleh Baapak Samsu-
din selaku Kepala Desa Awilega menge-
nai masalah yang dihadapi sebagai beri-
kut ini:
“Dalam Implementasi Dana Desa ini
kami dari pemerintah Desa Awilega
juga menghadapi berbagai masalah
dan kedala Masalah yang paling
mendasar yang kami hadapi yaitu
lambatnya pencairan Dana Desa itu
sendiri sehingga menghambat jalan-
nya pelaksanaan kegiatan-kegiatan
pembangunan yang telah direnca
nakan untuk direalisasikan. Kemu-
dian masalah yang lain seperti lahan
tanah yang di hibahkan masyarakat,
karena terkadang ada masyarakat
yang tidak mau memberikan lahan-
nya untuk dibangun. Disisi lain cua
ca juga mempengaruhi dan menjadi
kendala seperti ketika pelaksanaan
kegiatan-kegiatan pembangunan ter-
utama pembangunan TPT dan SAB.
”(Wawancara pada tanggal 20 Feb-
ruari 2019).

Salah satu tokoh masyarakat Bapak
SD juga menuturkan mengenai masalah
dan kendala yang di hadapi bahwa: “Sa-
lah satu kendala yang dihadapi seperti
tanah hibah dari masyarakat, namun
setelah masyarakat diberi pemahaman
mereka bisa paham terkait program yang
akan dilakukan oleh pemerintah desa.”
(Wawancara pada tangga 10 Maret

’M&MMPWD«MMDWAwL&?V: Tan K. al{l'v

2019). Dari beberapa pernyataan diatas
dapat dismpulkan bahwa dalam Imple-
mentas Dana Desa, Pemerintah Desa
Awilega juga menghadapi beberapa ma-
salah atau kendala. Yang menjadi ken-
dala utama adalah lambatnya pencairan
Dana Desa itu sendiri sehingga meng-
hambat pula pelaksanaan kegiatan-kegi-
atan pembangunan. Selain itu kurangnya
pemahaman masyarakat terkait kegiatan-
kegiatan yang akan dilaksanakan serta
lahan kosong yang sulit di dapat karena
cukup terkendala mengenai tanah yang
dihibahkan oleh masyarakat.

E. Keterlibatan Masyarakat dalam
implementasi Dana Desa

Keterlibatan masyarakat desa dalam
implementasi dana desa merupakan ben-
tuk dan cara dalam mengambil bagian
untuk menjadi subjek atau pelaku dalam
pembangunan Desa, dalam pembangun-
an yang dibiayai oleh anggaran Dana
Desa. Masyarakat dapat berpartisipasi
pada tiga aspek yaitu; pada pelaksana
an perencanaan pembangunan yang di-
sebut dengan musrenbang, pelaksanaan
kegiatan atau implementasi dan kontrol
atau pengawasan pada perencanaan dan
pelaksanaan program yang dibiayai oleh
anggaran dana desa. Dari ketiga aspek
tersebut bentuk keterlibatan masyarakat
dapat berbentuk tenaga, pikiran, fasilitas
atau peralatan dan kemampuan atau ke-
ahlian dibidang tertentu. Hambatan par-
tisipasi masyarakat Dalam pengelolaan
anggaran dana desa masih lemah baik
dari segi pikiran, tenaga, keahlian dan
waktu. Berikut beberapa kutipan hasil
wawancara terkait dengan adanya keter-
libatan masyarakat Desa Awilega dalam
implementasi dana desa. Kepala Desa
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Awilega Bapak Samsudin menuturkan
. “Keterlibatan masyarakat dalam pelak-
sanaan kegiatan-kegiatan pembangunan
yaitu melalui pengusulan kegiatan-kegi-
atan dan sampal kepada swadaya masya-
rakat dalam pelaksanaan program-pro-
gram pembangunan.” (Wawancara pada
tanggal 20 Februari 2019). Kemudian
Bapak Sutrisno selaku sekertaris Desa
Awilega mengatakan bahwa:

“Jadi  sebelum program-program
pembangunan diredlisasikan atau
dilaksanakan kami dari pemerintah
Desa Awilega senantiasa mengun-
dang seluruh lapisan masyarakat
yang ada di Desa Awilega ini untuk
bersama-sama melakukan musya
warah rencana pembangunan atau
musrenbang. Dimana dalam musya
warah tersebut kami selaku peme-
rintah desa memberikan kesempatan
kepada seluruh lapisan masyarakat
untuk menyampaikan aspirasi serta
kebutuhan-kebutuhan yang nantinya
akan menjadi program pembangun-
an di Desa Awilega yang akan dire-
alisasikan.”( Wawancara pada tang-
gal, 20 Maret 2017 )

Bapak AS yang merupakan salah
seorang tokoh pemuda juga menuturkan
terkait dengan keterlibatan masyarakat
yaitu :

“Pemerintah Desa Awilegatelah me-

libatkan masyarakat dalam kegiatan-

kegiatan pembangunan. Namun ti-
dak semua masyarakat dapat terlibat
langsung dalam pelaksanaan kegi-
atan-kegiatan pembangunan karena
tidak tahuan mereka mengena pro-
gram-program pembangunan yang
akan dilaksanakan oleh pemerintah

Desa Awilega.”(Wawancara pada

tanggal 28 Maret 2019).

Dari pernyataan diatas dapat disim-
pulkan bahwa memang masyarakat Desa
Awilega sudah ikut terlibat dalam imple-
mentasi Dana Desa. Masyarakat diberi
kesempatan untuk menyampaikan aspi-
rasinya mengenai program yang cocok
yang sesua dengan kebutuhan-kebu-
tuhan untuk Desa nya terutama program
pembangunan infrastruktur yang dapat
mendukung pekerjaannya. Namun tidak
dapat dipungkiri masih ada masyarakat
yang tidak mengetahui kegiatan-kegiat-
an pembangunan yang akan direalisasi-
kan oleh Pemerintah Desa. Seperti yang
dituturkan oleh salah satu masyarakat
Ibu LH selaku masyarakat yang tidak
mengetahui terhadap kegiatan pemba-
ngunan tersebut mengatakan  bahwa
“Sejauh ini saya tidak mengetahui kegi-
atan-kegiatan pembangunan yang akan
dilakukan oleh pemerintah desa. Seperti
pembangunan TPT ini kami baru me-
ngetahui pada saat  dilaksanakan pem-
bangunan.”(Wawancara pada tanggal 13
Maret 2019).

Salah satu Kepala Dusun Bapak Su-
herman berpendapat terhadap keterlibat-
an masyarakat, menuturkan bahwa:

“Sejauh ini keterlibatan masyarakat
dalam pelaksanaan kegiatan-kegiat-
an pembangunan yang ada di Desa
Awilega masih rendah. Seperti pada
saat pembangunan TPT yang ada di
Rt.04/02 seluruhnya dikerjakan oleh
buruh pekerja. Karena sebagian be-
sar masyarakat beranggapan bahwa
sudah ada buruh pekerja yang me-
laksanakan pembangunan. Disisi
lain juga dengan banyaknya dana
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desa yang diberikan pemerintah me-
lunturkan semangat gotong royong
masyarakat.” ( Wawancara pada
tanggal 13 Maret 2019 ).

Kemudian salah seorang warga Desa
Awilega yang bernama HM mengatakan
keterlibatannya bahwa: “Saya menge-
tahui adanya dana desa, tapi saya tidak
bisaikut dalam pelaksanaan M usrenbang
karena terkendala dengan pekerjaan, dan
juga kami masyarakat telah memperca-
yakannya kepada pihak pemerintah desa
dan pak dusun.”(Wawancara pada tang-
ga 7 Maret 2019).

Kemudian Sekertaris Desa Awilega Ba-
pak Sutrisno juga berpendapat menge-
nai keterlibatan masyarakat mengatakan
bahwa:

“Kami dari pemerintah desa sebagai
pengelolah dari Dana Desa ini, sa
ngat berupaya untuk bagaimana agar
dana tersebut dapat dirasakan man-
faatnya dengan keterlibatan masya-
rakat Desa. Dari pendapat masyara
kat diatas dapat disimpulkan bahwa
sebenarnya masyarakat mengetahui
dilaksanakannya musyawarah renca
na pembangunan atau Musrenbang.
Namun, masyarakat cenderung lebih
memilih untuk menjalankan peker-
jaan mereka masing-masing diban-
ding ikut langsung dalam musyawa
rah dan juga masyarakat cenderung
mempercayakannya kepada tokoh
masyarakat dan para kepala dusun
untuk menyampaikan

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan yang telah dilakukan me-
ngena Implementasi Dana Desa Dalam

’M&MMPWD«MMDWAwL&?V: Tan K. al{l'v

Pembangunan pemerintahan di Desa
Awilega Kecamatan Koroncong Kabu-
paten Pandeglang 2018 maka dapat di-
simpulkan :

Pelaksanaan program-program pem-
bangunan di Desa Awilega daam Im-
plemntass Dana Desa telah dikatakan
efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan
jumlah kegiatan pembangunan yang te-
lah terealisasi sesual dengan rencana
pembangunan yang telah ditetapkan pe-
merintah desa melalui musrenbang. Dari
sekian banyak kegiatan pembangunan
yang direncanakan seluruhnya telah te-
realisasi dengan 5 (lima) kegiatan fisik
berupa sarana dan prasarana. Meskipun
terdapat kendala kendala dalam pelaksa-
naannya. Namun kegiatan-kegiatan pem-
bangunan dalam hal ini pembangunan
fiskk berupa sarana dan prasarana dire-
alisasikan dengan baik. Kendala-kendala
tersebut yaitu lambatnya pencairan dana
desa serta kurangnya partisipasi dari ma-
syarakat Desa Awilega. Sehingga meng-
hambat pelaksanaan kegiatan-kegiatan
pembangunan. Ditambah lagi kendaa
pembebasan lahan untuk pembangunan
infrastruktur-infrastruktur yang membu-
tuhkan lahan yang cukup luas. Ada bebe-
rapa masyarakat yang tidak memberikan
izin untuk lahannya beberapa fasilitas
umum untuk di desaAwilegaini.

Dari segi implementasinya, masya-
rakat desa Awilega adalah sebagal sa
saran dari pelaksanaan kegiatan-kegiat-
an pembangunan sudah efektif dengan
melihat hasil wawancara dan observasi
yang dilakukan peneliti selama peneliti-
an. Terutama pada kegiatan pembangun-
an Sarana Air Bersih (SAB) yang sangat
bermanfaat bagi masyarakat. Sebagi-
an besar masyarakat sangat bersyukur
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dengan adanya pembangunan SAB ini
yang sangat bermanfaat bagi masyara
kat dalam mendapatkan air bersih untuk
kehidupan sehari-hari, memperlancar
aktivitas masyarakat, dan tidak sulit lagi
dalam mendapatkan air bersih. Kemu-
dian disusul dengan kegiatan rehabilitasi
MCK yang juga sangat bermanfaat bagi
masyarakat desa, mengingat air merupa
kan salah satu kebutuhan pokok masya
rakat.

Keterlibatan masyarakat dalam im-
plementasi danadesadi DesaAwilegasu-

dah cukup baik, dimana masyarakat telah
ikut terlibat dalam penyusunan rencana
pembangunan sampai pada pelaksanaan
kegiatan-kegiatan. Walaupun tidak dapat
dipungkiri bahwa masih ada masyarakat
yang tidak mengetahui kegiatan-kegiat-
an pembangunan yang dilakukan oleh
pemerintah desa awilega yang menggu-
nakan dana desa untuk melaksanakan be-
berapa pembangunan-pembangunan ter-
sebut sehingga dapat dirasakan langsung
oleh masyarakat Desa Awilega.
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